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ABSTRAK 

 

Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Desa Wisata 

Rotan Trangsan) 

 

Diki Nofiyanto 

19.21.0122 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tarif 

pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 110 pengrajin rotan di Desa Wisata Rotan Trangsan. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan rteknik purposive sampling. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 78 pengrajin rotan yang sudah termasuk 

wajib pajak dan mempunyai NPWP. Data dikumpulkan dengan kuesioner. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linear berganda, dan pengujian hipotesis. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi perpajakan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

 

Kata Kunci : Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, dan 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.  
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ABSTRACT 

 

The Effect of Tax Rates, Tax Sanctions, and Tax Services on UMKM Taxpayer 

Compliance (Case Study on Individual Taxpayers of UMKM in Rattan Tourism 

Village) 

 

Diki Nofiyanto 

19.21.0122 

 

 This study aims to determine wheter here is an effect of tax rates, tax 

sanctions, and tax service on MSME  tax payer compliance. This type of research 

is a case study. The population in this study amounted to 110 rattan in the 

Trangsan Rattan Tourism Village. The sampling technique use purposive 

sampling technique. The sample used in this study amounted to 78 rattan 

craftsmen who are include as taxpayer and have NPWP. Data collected by 

questionnaire. The data analysis method used instrumen validity test, instrumen 

reliability test, classical assumption test, multiple linear regresion and hypotesis 

test. 

 The result of this study indicate that taxe rates have no effect on MSME 

taxpayer comliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on MSME 

taxpayer compliance. Tax service have a positive and significant effect on MSME 

taxpayer compliance. 

 

Keywords : Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Services and MSME Taxpayer 

Compliance. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

 Pajak di Indonesia sangat berpengaruh dalam hal pembangunan negara 

karena pajak termasuk sumber pendapatan negara terbesar, tetapi banyak 

masyarakat yang lalai akan kewajibannya dalam membayarkan kewajiban 

perpajakannya. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat 

dilaksanakan. Warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif 

pajak yang dikenakan. Pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

 Pajak di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, seperti pajak bumi dan 

bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta 

pajak daerah. Penggunaan uang pajak terdiri dari belanja pegawai dan pembiayaan 

berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, 

jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang 

yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang 

yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, dan 

membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Peranan penerimaan 
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pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang roda 

pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi budgeter (fungsi 

penerimaan) tersebut, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan 

dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada 

masyarakat yang kemampuannya lebih rendah (Wulandari, 2019).   

 Pemerintah terus membuat dan memberlakukan kebijakan-kebijakan baru 

yang bisa memulihkan ekonomi nasional. Salah satu cara tersebut adalah dengan 

memberikan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, yang artinya 

pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak (DDTCNews, 2022). Ketentuan 

omzet tidak kena pajak bagi orang pribadi UMKM adalah dengan omzet sampai 

dengan Rp. 500 juta dalam setahun. Sedangkan UMKM dengan omzet kurang 

dari Rp. 500 juta dalam setahun menyetorkan pajaknya dengan SPT Tahunan 

(Pratiwi, 2022).   

 Tidak sedikit wajib pajak yang baru memulai usaha dan belum memahami 

kewajiban pajaknya, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum 

memanfaatkan secara optimal insentif pajak tersebut. Guna meningkatkan 

pengetahuan mengenai wajib pajak tersebut, pemerintah melakukan tindakan yang 

efektif yakni melakukan penyuluhan kepada setiap UMKM. Hal itu dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena petugas dapat melihat langsung 

kondisi usaha yang dijalankan. Peran pemerintah saja tidak cukup, masyarakat 

juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak yang baik. Peran masyarakat 

tersebut dapat dlihat dalam bentuk kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan baik 
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merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. 

Sehingga pada akhirnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dalam 

masyarakat dapat dikurangi secara maksimal dan penerimaan pajak negara akan 

meningkat.  

 Desa Trangsan produsen kerajinan rotan sejak tahun 1927 terus 

berkembang sampai sekarang, dan merupakan sentra terbesar di Provinsi Jawa 

Tengah dan nomor 2 di Indonesia. Ketrampilan membuat mebel dan kerajinan 

rotan pada mulanya hanya dimiliki oleh penduduk Desa Trangsan secara turun 

temurun, pembuatannya dilakukan dirumah-rumah penduduk. Produk kerajinan 

rotan Desa Trangsan mempunyai keunikan, spesifik dan daya tarik tersendiri 

produknya sudah export keberbagai negara. Kewajiban dalam hal perpajakan juga 

tidak lepas bagi para pengrajin rotan yang sudah memiliki kriteria sebagai wajib 

pajak. Banyak pengrajin rotan yang lalai akan kewajiban perpajakannya. 

Pengrajin rotan sering telat dalam hal pembayaran pajak, yang berdampak pada 

penerimaan pajak pemerintah.   

 Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

dilakukan oleh wajib pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara dan 

dalam pelaksanaannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi 

hal penting dalam sistem perpajakan Indonesia, mengingat sistem perpajakan di 

Indonesia menganut sistem self assessment dimana wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tarif pajak, 

sanksi perpajakan dan pelayanan perpajakan (Nurhidayah, 2021).  
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 Tarif pajak adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib 

pajak, tarif pajak merupakan presentase yang dibayar oleh wajib pajak sesuai 

dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak dan diatur dalam Undang-

undang Dasar. Tarif pajak memiliki peranan yang sangat penting terhadap 

kepatuhan wajib pajak, Besarnya jumlah presentase yang harus dibayarkan 

menjadi salah satu tolak ukur wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya 

(Maulida, 2018). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu 

sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang dikenakan terhadap wajib pajak 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya. Sanksi yang tegas menjadikan wajib pajak dapat patuh 

dalam membayar pajak, adanya sanksi tersebut akan menumbuhkan kesadaran 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulannya terutama 

pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Berdasarkan UU Perpajakan 

terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi 

pidana merupakan sanksi yang berupa hukum yang digunakan fiskus agar norma 

perpajakan dipatuhi dan dijalankan, sanksi tersebut dapat berupa penjara. 

Sedangkan sanksi administrasi merupakan sanksi yang berupa pembayaran 

kerugian terhadap negara, sanksi ini berupa pembayaran denda dan bunga 

(Puspita, 2019). 

 Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pelayanan 

perpajakan. Pelayanan kepada wajib pajak merupakan pelayanan yang diarahkan 

sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Petugas pajak harus memberikan pelayanan 
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sebaik mungkin supaya memberikan kemudahan dan mendorong wajib pajak agar 

lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aparat pajak harus 

menyiapkan strategi dalam hal pelayanan perpajakan untuk mengikat nasabah 

agar mereka tetap peduli dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Pelayanan 

perpajakan yang baik bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Baderi, 2022). 

 Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

diantaranya menurut Cahyani & Noviari (2019) tarif pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sedangkan pada penelitian Rahmawati 

(2020) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aritonang (2020) mendapatkan hasil bahwa sanksi 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 

Sedangkan pada penelitian Rahmawati (2020) sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh. Pada penelitian Rahajeng (2019) pelayanan perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajka UMKM, Sedangkan pada penelitian 

Aritonang, (2020) pelayanan perpajakan tidak berpengaruh.  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH TARIF 

PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN PERPAJAKAN 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada 

WPOP UMKM Rotan Di Desa Trangsan)”. 

B.  Rumusan Masalah  

Beberapa permasalahan yang dapat diambil, antara lain :  



6 
 

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM ? 

2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM ? 

3. Bagaimana pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 

2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

3. Mengetahui pengaruh pelayanan perpajkan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan 

pelayanan perpajakan secara stimultan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 
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D.  Manfaat Penelitian  

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap penelitian selanjutnya, guna mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada bidang akuntansi.  

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Penulis  

 Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman 

tentang pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  

b) Bagi Akademisi 

 Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pengaruh tarif pajak, 

sanksi perpajakan, dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM.  

c) Bagi WPOP UMKM 

 Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga dapat 

membangun kesadaran masyarakat untuk lebih memahami pajak 

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WPOP UMKM dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

 

A. Teori Yang Relevan  

1. Pajak  

a. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli (Rifka, 2021) :  

1) Menurut Rifhi Siddiq   

 Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam 

periode tertentu terhadap wajib pajak yang bersifat wajib dan harus 

dibayarkan oleh wajib pajak terhadap negara dan bentuk balas jasanya 

tidak langsung. 

2) Menurut Sommerfeld R.M, Anderson H.M, & Brock Horace R  

 Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, tetapi wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, 

tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar 

pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 

pemerintahan. 

3) Menurut P.J.A. Andriani 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi 
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kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas 

negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.  

4) Menurut Rachmat Soemitro 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang bertujuan untuk 

pengeluaran negara. Pajak mempunyai peranan penting dalam negara, karena 

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.  

b. Fungsi Pajak  

Rifka (2021) fungsi utama pajak antara lain: 

1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara.  

2) Fungsi Mengatur (Regulered) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan 

sebagai alat ukur dalam mencapai tujuan.  

 



11 
 

3) Fungsi stabilitas  

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang 

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi bisa 

dikendalikan.  

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan  

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja.  

c. Ciri-ciri Pajak  

Penelitian Rahmawati (2020) terdapat beberapa ciri pajak antara lain: 

1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 

4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment.  

 

2. Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

 Rahmawati (2020) Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkah laku wajib 

pajak dalam melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak 
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yang terutang, membayar pajak dengan tepat waktunya tanpa ada 

pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi 

yang dibutuhkan sesuai dengan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pada 

penelitian Rizqiana (2021) kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan untuk 

melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan dan atau 

diharuskan agar dilakukan. Pendapat lain dari Pasca Rizki,dkk dalam (Pardi, 

2020) kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi 

perpajakannya.  

 Penelitian Aritonang (2020) Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak 

yang mempunyai ketersediaan dalam mematuhi kewajiban pajaknya sesuai 

aturan yang ada tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama 

(obtrusive investigation), peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi 

baik hukum maupun administrasi. Untuk wajib pajak yang kurang patuh 

maka harus diberikan pemahaman dan motivasi yang mendorong wajib 

pajak supaya patuh terhadap kewajibannya dan agar lebih baik pada periode 

selanjutnya (Lazuardini, 2018). 

 Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajibannya dan mempunyai kesediaan dalam mematuhi kewajibannya sesuai 

aturan yang berlaku.  

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak  

Penelitian Lazuardini (2018) kriteria kepatuhan wajib pajak antara lain: 
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1) Tepat waktu, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku merupakan aspek yang penting. 

2) Penghasilan dari wajib pajak, merupakan kepatuhan dalam kerelaan 

membayar pajak terutang atau pajak penghasilan sesuai undang-undang 

perpajakan.  

3) Sanksi merupakan salah satu aspek yang ditetapkan sesuai dengan SKP 

agar wajib pajak patuh dan tidak melakukan tunggakan membayar pajak. 

4) Kriteria kepatuhan yang lainnya dapat dilihat dari pembukuan yang 

dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajaknya.  

c. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak  

Penelitian Rahayu dalam Rahajeng (2019) terdapat dua macam kepatuhan 

yaitu : 

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. 

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 
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3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  

a. Pengertian UMKM 

 Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha 

ekonomi produktif uang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. 

Pengertian UMKM adalah sebagai berikut : 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam undang-undang.  

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.  

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undangan. 
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b. Kriteria UMKM  

Tabel 1 

Perbandingan Kriteria UMKM 

 

Jenis Usaha UUD No. 20 Tahun 

2008 

PP Nomor 7 Tahun 

2021 

Mikro (Modal) minimal 50 

juta, (Penjualan/tahun) 

maksimal 300 juta 

(Modal) maksimal 1 

miliar, 

(penjualan/tahun) 

maksimal 2 miliar 

Kecil  (Modal) 50 juta – 500 

juta, 

(pendapatan/tahun) 300 

juta – 2,5 miliar 

(Modal) antara 1 miliar 

– 5 miliar, 

(penjualan/tahun) 

antara 2 miliar – 15 

miliar 

Menengah (Modal) 500 juta – 10 

miliar, 

(penjualan/tahun) 2,5 

miliar – 50 miliar 

(Modal) antara 5 miliar 

– 10 miliar, 

(penjualan/tahun) 

antara 15 miliar – 50 

miliar 

 

 

4. Tarif Pajak 

a. Pengertian Tarif Pajak  

 Tarif pajak adalah pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi 

tanggung jawab wajib pajak Rahmawati (2020), sedangkan menurut 

Lazuardini (2018) tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk 

menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, besarnya tarif pajak berkaitan 

dengan normative belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu 

orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang 

dalam mematuhi kewajibannya (Cahyani & Noviari, 2019).  
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 Berdasarkan uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak 

adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang 

sudah ditentukan oleh pemerintah.  

b. Macam-macam Tarif Pajak  

Penelitian Rahmawati (2020) tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain:   

1) Tarif Progresif 

Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana presentase 

akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. 

2) Tarif Degresif 

Tarif degresif adalah tarif pajak yang presentasenya akan lebih kecil dari 

jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. 

3) Tarif Proporsional 

Tarif proporsional adalah tarif yang presentasenya tetap meski terjadi 

perubahan terhadap dasar pengenaan pajak.  

4) Tarif Tetap/Regresif  

Tarif tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa 

memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. 

 

5. Sanksi Perpajakan 

a. Pengertian Sanksi Perpajakan  

 Kholis (2021) sanksi adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada 

seseorang atau kelompok. Sanksi perpajakan menurut Galih (2020) sanksi 

perpajakan adalah tindakan preventif atau pencegahan agar supaya wajib 
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pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditentukan dan bersifat 

tegas serta tidak membedakan antara wajib pajak yang satu dengan yang 

lainnya. Sanksi perpajakan adalah alat pencegah (preventif) agar wajib pajak 

tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo dalam (Rizqiana, 2021). 

WPOP UMKM dapat patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya 

apabila terdapat sanksi pajak yang tegas, adanya sanksi pajak tersebut dapat 

menumbuhkan niat WPOP UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

dengan tertib (Rahmawati, 2020).  

b. Jenis Sanksi Perpajakan  

Dalam penelitian Rahmawati (2020) Sanksi perpajakan ada dua jenis yaitu:  

1) Sanksi administrasi  

 Sanksi administrasi sebagai upaya guna memaksa wajib pajak 

supaya menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan 

kewajiban dibidang perpajakan. Sanksi administrasi tersebut berupa:  

a) Sanksi administrasi berupa bunga  

 Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang 

menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. 

b) Sanksi administrasi berupa kenaikan  

 Sanksi administrasi berupa kenaikanlah yang dianggap paling 

ditakuti para wajib pajak, karena bila dikenakan sanksi tersebut maka 

jumlah pajak akan berlipat ganda.  

2) Sanksi pidana  



18 
 

 Menurut undang-undang ketentuan umum perpajakan menyatakan 

bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya 

terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 

6. Pelayanan Perpajakan  

a. Pengertian Pelayanan Perpajakan 

 Pelayanan adalah kemampuan seseorang dalam membantu yang dilakukan 

secara individu ataupun tim (Rahajeng, 2019). Sedangkan menurut 

Aritonang (2020) pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan dalam batas memenuhi 

standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara 

berkala. Dalam menghadapi konsumen dalam pelayanan perpajakan, 

pemerintah harus melaksanakan beberapa strategi fungsi mengikat nasabah 

ataupun memperhitungkan nasabah agar mereka tetap peduli (Nifanngeljau, 

2020).  

 Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 

perpajakan adalah sikap dari seorang petugas perpajakan dalam membantu, 

mengurus, dan menyiapkan segala hal yang diperlukan oleh wajib pajak dan 

bertujuan untuk memuaskan wajib pajak.  

b. Instumen Pelayanan Perpajakan  

 Menurut Keller dalam Aritonang (2020) pelayanan yang baik harus 

meliputi:  
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1) Tangible adalah wujud dari pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak 

kepada wajib pajak. 

2) Reliability adalah konsistensi mutu dan kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. 

3) Assurance adalah jaminan yang diberikan kantor pajak kepada wajib 

pajak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.  

4) Responsibility adalah ketepatan dan keakuratan dan pelayanan pajak 

yang diberikan petugas (fiskus) kepada wajib pajak.  

5) Emphaty adalah sikap peduli yang diperlihatkan petugas pajak kepada 

wajib pajak.  

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2 

 Penelitian Terdahulu  

 

No Penulis 

dan 

Tahun 

Judul Variabel 

X 

Variabel 

Y 

Alat 

Analisis 

Hasil 

1 Fida, 

(2021) 

Pengaruh 

Sikap, 

Kesadaran 

Dan Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

Pemilik 

UMKM 

Dalam 

Memiliki 

NPWP 

(Studi 

X1 : 

Sikap 

Wajib 

Pajak 

X2 : 

Kesadara

n Wajib 

Pajak 

X3 : 

Sanksi 

Perpajak

an 

Kepatuh

an Wajib 

Pajak 

Orang 

Pribadi 

Pelaku 

UMKM 

Dalam 

Memiliki 

NPWP 

Uji 

Validitas, 

Uji 

Reliabilitas, 

Uji 

Normalitas, 

Uji 

Multikoline

aritas, Uji 

Heterokedas

itas, Uji 

Analisi 

Regresi 

Berganda  

Sikap Wajib 

Pajak, 

Kesadaran 

Wajib 

Pajak, dan 

Sanksi 

Perpajakan 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Dalam 

Memiliki 

NPWP,  
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Kasus Pada 

Pelaku 

UMKM 

Kawasan 

Kuliner “Ki 

Gede 

Sebaya” 

Kecamatan 

Slawi 

Kabupaten 

Tegal 

2 Indri 

,(2020) 

Pengaruh 

Persepsi 

Pengetahua

n 

Perpajakan, 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Kesadaran, 

Tarif Pajak 

Dan Sanksi 

Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

Pemilik 

UMKM  

X1 : 

Pengetah

uan 

X2: 

Pemaha

man 

X3 : 

Kesadara

n  

X4 : 

Tarif 

Pajak 

X5 : 

Sanksi 

Pajak  

Kepatua

han 

Wajib 

Pajak 

Orang 

Pribadi 

UMKM  

Uji 

Normalitas, 

Uji 

Multikoloni

eritas, Uji 

Heterokedas

tisitas  

Pengetahua

n 

Perpajakan 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM, 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Kesadaran 

Perpajakan, 

Tarif 

Perpajakan, 

dan Sanksi 

Perpajakan 

Tidak 

Berpengaru

h  

3 Rika, 

(2022) 

Pengaruh 

Kesadaran 

Wajib 

Pajak, 

Pengetahua

n 

Perpajakan, 

Sanksi 

Perpajakan 

Dan 

Tingkat 

Pendidikan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Di Masa 

X1 : 

Kesadara

n Wajib 

Pajak 

X2 : 

Pengetah

uan 

Perpajak

an 

X3 : 

Sanksi 

Perpajak

an 

X4 : 

Tingkat 

Pendidik

Kepatuh

an Wajib 

Pajak Di 

Masa 

Pandemi 

Covid-19 

Uji Regresi 

Berganda  

Kesadaran 

Wajib 

Pajak, 

Pengetahua

n 

Perpajakan, 

Sanksi 

Perpajakan, 

Tingkat 

Pendidikan 

berpengaruh 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 
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Pandemi 

Covid-

19(Studi 

Empiris 

Pada WPOP 

UMKM Di 

KPP 

Pratama 

Boyolali 

an  UMKM Di 

Masa 

Pandemi 

Covid-19 

4 Galih, 

(2020) 

Deterrmina

n 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

UMKM Di 

Kota 

Surakarta 

(Survey 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Pajak 

Pratama 

Surakarta 

X1 : 

Pemaha

man 

Peratura

n 

Perpajak

an 

X2: 

Pengetah

uan 

Perpajak

an  

X3 : 

Sanksi 

Perpajak

an 

X4 : 

Kualitas 

Pelayana

n  

X5 : 

Moderni

sasi 

Sistem 

Perpajak

an  

Kepatuh

an Wajib 

Pajak 

Orang 

Pribadi 

UMKM 

Uji 

Validitas, 

Uji 

Reliabilitas, 

Uji 

Normalitas, 

Uji 

Multikoline

aritas, Uji 

Heterokedas

tisitas 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan, 

Pengetahua

n 

Perpajakan, 

Sanksi 

Perpajakan, 

Kualitas 

Pelayanan 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

UMKM  

5 Putu 

dan 

Naniek, 

(2019) 

Pengaruh 

Tarif Pajak, 

Pemahaman 

Perpajakan, 

dan Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM 

X1 : 

Tarif 

Pajak  

X2 : 

Pemaha

man 

Perpajak

an 

X3 : 

Sanksi 

Perpajak

Kepatuh

an Wajib 

Pajak 

UMKM 

Uji 

Deskriptif, 

Uji 

Validitas , 

Uji 

Reliabilitas 

Tarif Pajak, 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Sanksi 

Perpajakan 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM 



22 
 

an 

6 Lisa, 

(2020) 

Faktor-

faktor Yang 

Mempengar

uhi 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

(Studi 

Empiris 

Pada 

UMKM 

Sasirangan 

Di Kota 

Banjarmasi

n 

X1 : 

Kesadara

n 

Perpajak

an 

X2 : 

Penyuluh

an 

Perpajak

an 

X3 : 

Pelayana

n 

Perpajak

an 

X4 : 

Sanksi 

Perpajak

an 

X5 : 

Pemaha

man 

Perpajak

an  

Kepatuh

an Wajib 

Pajak 

Orang 

Pribadi  

Uji 

Validitas, 

Uji 

Reliabilitas, 

Uji 

Normalitas, 

Uji 

Multikolinie

ritas 

Kesadaran 

Perpajakan 

Dan Sanksi 

Perpajakan 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM, 

Penyuluhan 

Perpajakan, 

Pelayanan 

Perpajakan, 

Dan 

Pemahaman 

Perpajakan 

Tidak 

Berpengaru

h 

7 Yohana

, (2019)  

Pengaruh 

Kesadaran 

Wajib 

Pajak, 

Pelayanan 

Fiskus, Dan 

Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Studi 

Kasus 

UMKM Di 

Desa 

Wisata 

Kasongan 

Bantul) 

X1 : 

Kesadara

n Wajib 

Pajak 

X2 : 

Pelayana

n Fiskus 

X3 : 

Sanksi 

Perpajak

an 

Kepatuh

an Wajib 

Pajak 

UMKM 

Uji 

Normalitas, 

Uji 

Multikoline

aritas, Uji 

Heterokesda

stisitas 

Pelayanan 

Fiskus 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM, 

Kesadaran 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

Dan Sanksi 

Perpajakan 

Tidak 

Berpengaru

h  

8 Evi, 

dkk 

(2018) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Peraturan 

X1 : 

Pemaha

man 

Kepatuh

an Wajib 

Pajak 

Uji 

Validitas, 

Uji 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan 
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Perpajakan, 

Tarif Pajak 

Dan Sanksi 

Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM 

(Studi Pada 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

Yang 

Terdaftar di 

KPP 

Pratama 

Malang 

Selatan) 

Peratura

n 

Perpajak

an 

X2 : 

Tarif 

Pajak 

X3 : 

Sanksi 

Pajak 

UMKM Reliabilitas, 

Uji 

Normalitas, 

Uji 

Multikolinie

ritas, Uji 

Heterokedas

tisitas 

dan Tarif 

Pajak 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM, 

Sanksi 

Pajak Tidak 

Berpengaru

h  

9 Ni Luh 

dan 

Ketut, 

(2020) 

Pengetahua

n 

Perpajakan, 

Sanksi 

Pajak, 

Kesadaran

WajibPajak 

dan 

Kepatuhan 

WPOP 

Sektor 

UMKM 

X1 : 

Pengetah

uan 

Perpajak

an 

X2 : 

Sanksi 

Perpajak

an 

X3 : 

Kesadara

n Wajib 

Pajak 

 

Kepatuh

an 

WPOP 

Sektor 

UMKM  

Uji Statistik 

Deskriptif, 

Uji Regresi 

Linier 

Berganda 

Pengetahua

n 

Perpajakan, 

Sanksi 

Pajak dan 

Kesadaran

Wajib Pajak 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan 

WPOP 

Sektor 

UMKM  

10 Johanis 

dan 

Hermi, 

(2020) 

Analisis 

Faktor-

faktor Yang 

Mempengar

uhi Tingkat 

Kepatuhan

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

Pada Pelaku 

(UMKM) 

Di Kota 

Malang  

X1 : 

Kesadara

n Wajib 

Pajak 

X2 : 

Pemaha

man 

Pajak 

X3 : 

Sanksi 

Pajak 

X4 : 

Kualitas

Pelayana

Kepatuh

anWajib

Pajak 

Orang 

Pribadi 

Uji 

Validitas, 

Uji 

Reliabilitas, 

Uji 

Normalitas, 

Uji 

Multikoline

aritas, Uji 

Heterokedas

tisitas 

Pemahaman

Pajak 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi, 

Kesadaran

Wajib 

Pajak, 

Sanksi 

Pajak dan 

Kualitas 
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n Pelayanan 

Tidak 

Berpengaru

h Terhadap 

Kepatuhan

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 
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C. Kerangka Pikir  

 Kerangka penelitian adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

hubungan terhadap berbagai faktor yang telah di definisikan sebagai hal 

penting (Rahmawati, 2020). Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X1 

Tarif Pajak  

X1 

Tarif Pajak  

 

X2 

Sanksi Perpajakan 

X3 

Pelayanan Perpajakan  

Y 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

H1 

H2 

H3 
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D. Hipotesis  

 Hipotesis adalah duggaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

yang berupa pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, 

perbandingan (komporasi), atau variabel mandiri (Rahmawati, 2020). 

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pikir diatas 

dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :  

1. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  

 Pada penelitian Lazuardini (2018) tarif pajak mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. 

Penetapan tarif pajak sudah adil karena hasilnya mempunyai pengaruh 

pada ketaatan. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas 

penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi 

kewajibannya. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Cahyani 

& Noviari (2019) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis yang dapat dikembangkan penulis adalah:  

H1 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

 

2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  

 Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi UMKM. Sanksi merupakan alat pencegah. Sanksi dapat 

berupa sanksi administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Adanya sanksi 
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perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Khalimaturrosyida, 2022). Hasil penelitian tersebut sesuai dengan 

penelitian Saharsini (2022) yang menyatakan sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan 

penulis adalah:  

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM.  

 

3. Pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  

 Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi UMKM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi 

kualitas pelayanan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Kualitas pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak 

dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat 

menarik perhatian para wajib pajak (Galih, 2020). Hasil penelitian 

tersebut sesuai dengan penelitian Rahajeng (2019) yang menyatakan 

pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku 

UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat 

dikembangkan penulis adalah:  

H3 : Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak, Sanksi 

Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi UMKM di Desa Wisata Rotan Trangsan. Berdasarkan hasil 

dari perhitungan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

3. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM.  

B.  Saran 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

ingin memberikan saran,yaitu :  

1. Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM pengrajin rotan di Desa 

Trangsan, sebaiknya lebih memperhatikan tarif pajak yang diberikan 

pemerintah agar bisa mengikuti perubahan-perubahan tarif pajak yang 

ditetapkan pemerintah. Sosialisasi tentang tarif pajak juga harus 

ditingkatkan kepada wajib pajak 9terutama kepada wajib pajak 
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pengrajin rotan) agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui 

tentang tarif pajak yang telah ditetapkan.  

2. Sanksi perpajakan dan pelayanan perpajakan sudah baik dan harus 

dipertahankan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi UMKM.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap agar menambah variabel 

independen lain sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi UMKM seperti pemahaman perpajakan, kesadaran 

wajib pajak,  penyuluhan perpajakan, dan lain sebagainnya, karena 

besar kemungkinan terukur pengaruh yang signifikan dan dapat 

dilakukan pada objek yang berbeda (disesuaikan).  
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KUESIONER  

 Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program Studi Akuntansi (S1) 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta), saya akan melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib 

Pajak Orang Pribadi UMKM di Desa Wisata Rotan Trangsan). Untuk keperluan 

tersebut saya mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini dan saya mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang 

disediakan dengan kejujuran. Demikian atas kesediaan dan partisipasinya saya 

ucapkan terimakasih.  

  

Identitas Responden   

1. Nama    : .................................. 

2. Jenis Kelamin   : a. Laki-laki 

              b. Perempuan 

3. Alamat    : .................................. 

4. Umur    : ..................Tahun 

5. Omzet/Tahun  : a. Rp 50.000.000 –                      

   Rp 100.000.000   

    b. Rp 100.000.000 –      

     Rp 500.000.000 

     c. Rp 500.000.000 –      

       Rp 1.000.000.000 

    d. Lebih dari Rp       

       1.000.000.000 

6. Apakah anda sudah termasuk wajib pajak :       

 Sudah 

  Belum                   

7. Apakah anda sudah memiliki NPWP        :        

 Sudah 

  Belum 
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Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan check list ( ) pada jawaban yang sesuai 

menurut Bapak/Ibu berdasarkan pilihan yang disediakan. 

Keterangan:   

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Tidak Punya Pendapat 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya mengetahui dan paham 

UU Perpajakan.  

     

2 Saya selalu mengisi formulir 

pajak dengan benar. 

     

3 Saya menghitung pajak 

dengan jumlah yang benar. 

     

4 Saya selalu membayar pajak 

dengan tepat waktu.  

     

Sumber: Rahajeng (2019) 

 

2. Variabel Tarif Pajak  

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Tarif pajak adalah dasar 

pengenaan pajak untuk 

menentukan jumlah pajak. 

     

2 Perubahan tarif pajak akan 

berdampak pada jumlah pajak 

terutang. 

     

3 Peraturan pemerintah No. 46 

tahun 2013 dengan tarif final 

1% dari omset memudahkan 

UMKM. 

     

4 Tarif pajak saat ini lebih baik 

daripada tarif sebelumnya. 

     

5 Perubahan tarif saat ini 

meningkatkan jumlah pajak 

terutang. 

     

 Sumber: Rahmawati (2020) 

3. Variabel Sanksi Perpajakan  
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No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Sanksi yang dikenakan bagi 

pelanggar aturan pajak cukup 

berat. 

     

2 Sanksi pajak harus dikenakan 

kepada pelanggarnya tanpa 

toleransi. 

     

3 Pengenaan sanksi yang cukup 

berat merupakan salah satu 

sarana untuk mendidik wajib 

pajak. 

     

Sumber: Aritonang (2020) 

 

4. Variabel Pelayanan Perpajakan  

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Petugas pajak sudah bekerja 

secara profesional untuk 

meningkatkan kepercayaan 

wajib pajak. 

     

2 Petugas pajak selalu 

menindaklanjuti pengaduan 

dari masyarakat dengan cepat. 

     

3 Petugas pajak cepat tanggap 

dalam membantu 

menyelesaikan persoalan yang 

dihadapi Wajib Pajak 

     

4 Petugas pajak menjaga 

kerahasiaan data dari masing-

masing Wajib Pajak. 

     

5 Petugas pajak memberikan 

pelayanan yang terbaik.  

     

Sumber: Aritonang (2020) 

 

 

 

 

 

 


